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12.

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

. Taman Kanak-Kanak Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

anak usia dini negeri jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan
bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan anak wusia dini negeri jalur nonformal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai
dengan usia 6 (enam) tahun.

. Taman Penitipan Anak Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

anak usia dini negeri jalur nonformal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak usia O (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

. Kelompok Bermain Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak

usia dini negeri jalur nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan
bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan
prioritas 3 (tiga) tahun sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk
lain yang sederajat.

. Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah
Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

. Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah
Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat

Belajar yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan
sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan
bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah
II pada Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran
dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman
kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah
menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah
atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau
Sekolah Indonesia di Luar Negeri.



13. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil

14.

15.

Kepala Sekolah.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.

Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah salah satu
bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan
anak wusia dini dan endidikan masyarakat serta pendidikan lain yang
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.



BAB II
DINAS PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN
1. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan

2. Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan,
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan.

4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Wakil
Kepala Dinas Pendidikan.

5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan merupakan
satu kesatuan unsur pimpinan Dinas.

7. Dinas Pendidikan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas Pendidikan;

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Pendidikan;

c. perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur
Dinas Pendidikan;

d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di
bidang pendidikan;

g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/
swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;

h. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di
bidang pendidikan;

i. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan
pendidikan;



j. pelaksanaan pengawasan dan  pengendalian perizinan dan
nonperizinan di bidang pendidikan;

k. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pendidikan;

1. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
m. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;

n. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab
berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja
pendidikan;

o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
dan

p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Pendidikan, terdiri atas:
a. Sekretariat Dinas Pendidikan, terdiri atas:
1) Subbagian Umum,;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Manajemen Aset.

b. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan
Khusus yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;

c. Bidang Sekolah Dasar yang membawahi Seksi Kelembagaan dan
Sumber Belajar;

d. Bidang Sekolah Menengah Pertama yang membawahi Seksi
Kelembagaan dan Sumber Belajar;

e. Bidang Sekolah Menengah Atas yang membawahi Seksi Kelembagaan
dan Sumber Belajar;

f. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan yang
membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;

g. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
1) Seksi Pendidik; dan
2) Seksi Tenaga Kependidikan.

h. Bidang Program dan Anggaran;

i. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:
1) Subbagian Tata Usaha;

2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus;



k.

3)
4)
S)
6)

Seksi Sekolah Dasar;
Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan; dan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat,
Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar; dan

Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan.

Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:

1)

2)

10)

11)

12)
13)

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan yang membawahi
Subbagian Tata Usaha;

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan,
yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan yang membawahi
Subbagian Tata Usaha;

Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan yang membawahi
Subbagian Tata Usaha;

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri, terdiri atas:
a) Taman Kanak-Kanak Negeri;

b) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

c) Taman Penitipan Anak Negeri; dan

d) Kelompok Bermain Negeri.

Sekolah Dasar Negeri;

Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Sekolah Menengah Atas Negeri yang membawahi Subbagian Tata
Usaha;

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang membawahi Subbagian
Tata Usaha;

Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri
Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar yang membawahi Subbagian
Tata Usaha;

Sekolah Luar Biasa Negeri; dan

Sanggar Kegiatan Belajar.

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



2. Pada Dinas Pendidikan dibentuk unit kerja nonstruktural yang
menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, terdiri atas:

a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;

b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota pada Suku Dinas
Pendidikan Kota;

c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis; dan

d. Pelaksana Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.
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BAB III

SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

1.

Sekretariat Dinas Pendidikan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan

2. Sekretaris Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Sekretariat Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan
kesekretariatan di lingkungan Dinas Pendidikan.

2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Pendidikan menyelenggarakan

fungsi:
a. pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah Dinas Pendidikan;

b. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan
kearsipan Dinas Pendidikan;

c. pengelolaan kehumasan Dinas Pendidikan;

d. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan
Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah; dan

e. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1.

Sekretariat Dinas Pendidikan, terdiri atas:
a. Subbagian Umum;
b. Subbagian Keuangan; dan

c. Subbagian Manajemen Aset.

Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum, meliputi:
a. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum;

b. Kepala Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan;

c. Subbagian Umum mempunyai tugas:
1) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas Pendidikan;

2) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan
kearsipan Dinas Pendidikan; dan

3) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan.

Kedudukan dan Tugas Subbagian Keuangan, meliputi:

a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
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b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

1)
2)

3)

4)

S)

melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan
Dinas Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Dinas Pendidikan;

mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dinas
Pendidikan; dan

mengoordinasikan UKPD Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan.

4. Kedudukan dan Tugas Subbagian Manajemen Aset, meliputi:

a.

Subbagian Manajemen Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian
Menajemen Aset;

Kepala Subbagian Manajemen Aset berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan,;

Subbagian Manajemen Aset mempunyai tugas:

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Dinas Pendidikan;

melaksanakan pendataan, pencatatan dan pembukuan aset Dinas
Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis dan satuan pendidikan;

melaksanakan penyimpanan aset Dinas Pendidikan yang belum
digunakan atau pasca penggunaan aset;

melaksanakan kegiatan penilaian aset Dinas Pendidikan, unit
pelaksana teknis dan satuan pendidikan;

melaksanakan koordinasi dan pengusulan penghapusan aset Dinas
Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis dan satuan pendidikan;

mengelola data dan informasi aset Dinas Pendidikan, unit
pelaksana teknis dan satuan pendidikan;

melaksanakan pengelolaan bangunan gedung kantor Dinas
Pendidikan; dan

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian, pemantauan,
evaluasi manajemen aset Dinas Pendidikan.
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BAB IV

BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT, DAN

PENDIDIKAN KHUSUS

A. KEDUDUKAN

1.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan
Pendidikan Khusus dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan
Pendidikan Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan
Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan khusus,
dan layanan khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, peserta
didik dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan sumber
belajar pendidikan anak wusia dini, pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, dan layanan khusus;

b. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,
dan kelembagaan dan sumber belajar pendidikan anak usia dini,
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, dan layanan khusus;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, dan
kelembagaan dan sumber belajar pendidikan anak usia dini,
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, dan layanan khusus;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,
dan kelembagaan dan sumber belajar pendidikan anak usia dini,
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, dan layanan khusus;

e. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan
khusus, dan layanan khusus; dan

f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, dan
layanan khusus.



C.
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SUSUNAN ORGANISASI

1.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan
Pendidikan Khusus membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber

Belajar.

. Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar,

meliputi:

a. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar dipimpin oleh Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sumber Belajar;

b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus;

c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

merumuskan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber
belajar lingkup pendidikan anak wusia dini, pendidikan
masyarakat, dan pendidikan khusus dan layanan khusus;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
di bidang kelembagaan dan sumber belajar lingkup pendidikan
anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus
dan layanan khusus;

membina pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sumber belajar lingkup pendidikan anak usia dini, pendidikan
masyarakat, dan pendidikan khusus dan layanan khusus;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kelembagaan dan sumber belajar lingkup pendidikan anak usia
dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus dan
layanan khusus;

melakukan pembinaan manajemen sekolah Satuan Pendidikan
dan gugus Satuan Pendidikan sekolah di lingkup pendidikan
anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus
dan layanan khusus;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada satuan
pendidikan di lingkup pendidikan anak usia dini, pendidikan
masyarakat, dan pendidikan khusus dan layanan khusus;

menyusun analisa kebutuhan sumber belajar di satuan
pendidikan lingkup pendidikan anak usia dini, pendidikan
masyarakat, dan pendidikan khusus dan layanan khusus; dan

melaksanakan pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan
lingkup pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat,
dan pendidikan khusus dan layanan khusus.
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BAB V

BIDANG SEKOLAH DASAR

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar.

2. Kepala Bidang Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional di bidang
pendidikan sekolah dasar.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sekolah Dasar menyelenggarakan
fungsi :

a.

c.

pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,
dan kelembagaan dan sumber belajar Sekolah Dasar;

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
peserta didik dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan
sumber belajar Sekolah Dasar;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum
dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, dan
kelembagaan dan sumber belajar Sekolah Dasar;

pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan
pendidikan Sekolah Dasar; dan

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1.

Bidang Sekolah Dasar membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber
Belajar

Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar, meliputi:

a.

Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar dipimpin oleh Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sumber Belajar;

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar;
dan

Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar mempunyai tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber belajar
lingkup Sekolah Dasar;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kelembagaan dan sumber belajar lingkup Sekolah Dasar;
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4)

5)

6)

7)

8)
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membina pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sumber belajar lingkup Sekolah Dasar;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kelembagaan dan sumber belajar lingkup Sekolah Dasar;

melakukan pembinaan manajemen sekolah dan gugus sekolah
lingkup Sekolah Dasar;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan
lingkup Sekolah Dasar;

menyusun analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan
lingkup Sekolah Dasar; dan

melaksanakan pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan
lingkup Sekolah Dasar.
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BAB VI

BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. KEDUDUKAN

1.

Bidang Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Sekolah
Menengah Pertama.

Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional
di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sekolah Menengah Pertama
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik
dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan sumber belajar
Sekolah Menengah Pertama;

b. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,
dan kelembagaan dan sumber belajar Sekolah Menengah Pertama;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
peserta didik dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan
sumber belajar Sekolah Menengah Pertama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum
dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, dan
kelembagaan dan sumber belajar Sekolah Menengah Pertama;

e. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan

f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Pertama.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1.

Bidang Sekolah Menengah Pertama membawahi Seksi Kelembagaan dan
Sumber Belajar.

2. Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar, meliputi:

a. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar dipimpin oleh Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sumber Belajar;

b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah
Menengah Pertama; dan
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Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

merumuskan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber belajar
lingkup Sekolah Menengah Pertama;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kelembagaan dan sumber belajar lingkup Sekolah
Menengah Pertama;

membina pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sumber belajar lingkup Sekolah Menengah Pertama,;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kelembagaan dan sumber belajar lingkup Sekolah Menengah
Pertama;

melakukan pembinaan manajemen sekolah dan gugus sekolah
lingkup Sekolah Menengah Pertama,;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan
lingkup Sekolah Menengah Pertama,;

menyusun analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan
lingkup Sekolah Menengah Pertama; dan

melaksanakan pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan
lingkup Sekolah Menengah Pertama.
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BAB VII

BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS

A. KEDUDUKAN

1.

Bidang Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh Kepala Bidang Sekolah
Menengah Atas.

Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Bidang Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional
di bidang Sekolah Menengah Atas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sekolah Menengah Atas
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik
dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan sumber belajar
Sekolah Menengah Atas;

b. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,
dan kelembagaan dan sumber belajar Sekolah Menengah Atas;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
peserta didik dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan
sumber belajar Sekolah Menengah Atas;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum
dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, dan
kelembagaan dan sumber belajar Sekolah Menengah Atas;

e. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan
pendidikan Sekolah Menengah Atas; dan

f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Atas.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1.

Bidang Sekolah Menengah Atas membawahi Seksi Kelembagaan dan
Sumber Belajar.

Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar, meliputi:

a. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar dipimpin oleh Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sumber Belajar;

b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas.
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Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

merumuskan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber belajar
lingkup Sekolah Menengah Atas;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kelembagaan dan sumber belajar lingkup Sekolah
Menengah Atas;

membina pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sumber belajar lingkup Sekolah Menengah Atas;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kelembagaan dan sumber belajar lingkup Sekolah Menengah Atas;

melakukan pembinaan manajemen sekolah dan gugus sekolah
lingkup Sekolah Menengah Atas;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan
lingkup Sekolah Menengah Atas;

menyusun analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan
lingkup Sekolah Menengah Atas; dan

melaksanakan pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan
lingkup Sekolah Menengah Atas.
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BAB VIII

BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KURSUS, DAN PELATIHAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan dipimpin oleh
Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan.

2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan operasional di bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan
Pelatihan.

2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus
dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik
dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan sumber belajar
sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,
dan kelembagaan dan sumber belajar sekolah menengah kejuruan,
kursus dan pelatihan;

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
peserta didik dan pembangunan karakter, dan kelembagaan dan
sumber belajar sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum
dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, dan
kelembagaan dan sumber belajar sekolah menengah kejuruan, kursus
dan pelatihan;

pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan
pendidikan sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan; dan

penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan membawahi
Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar.

2. Kedudukan dan Tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar, meliputi:

a.

Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar dipimpin oleh Kepala Seksi
Kelembagaan dan Sumber Belajar;
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b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah
Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan; dan

c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

merumuskan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber belajar
lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kelembagaan dan sumber belajar lingkup sekolah menengah
kejuruan, kursus dan pelatihan;

membina pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan
sumber belajar lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus dan
pelatihan;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kelembagaan dan sumber belajar lingkup sekolah menengah
kejuruan, kursus dan pelatihan;

melakukan pembinaan manajemen sekolah dan gugus sekolah
lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada satuan pendidikan
lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

menyusun analisa kebutuhan sumber belajar di satuan pendidikan
lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan; dan

melaksanakan pengembangan dan pembinaan sekolah rujukan
lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan.
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BAB IX

BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang
Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pendidik
dan tenaga kependidikan,;

2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;

pelaksanaan dan pengoordinasian penatausahaan kepegawaian
pendidik dan tenaga kependidikan;

pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian pendidik
dan tenaga kependidikan

pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan dan pendayagunaan
pendidik dan tenaga kependidikan;

pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan karir pendidik dan
tenaga kependidikan;

pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan dan pengendalian
disiplin pendidik dan tenaga kependidikan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik
dan tenaga kependidikan;

pengelolaan dokumen kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
pelaksanaan proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan; dan

pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pemberian penghargaan
pendidik dan tenaga kependidikan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:

a.

b.

Seksi Pendidik; dan

Seksi Tenaga Kependidikan.

2. Kedudukan dan Tugas Seksi Pendidik, meliputi:

a.

Seksi Pendidik dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidik;
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Kepala Seksi Pendidik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

Seksi Pendidik mempunyai tugas:
1) merumuskan kebijakan di bidang pendidik;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan penatausahaan kepegawaian
pendidik;

3) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian
pendidik

4) melaksanakan dan  mengoordinasikan  perencanaan  dan
pendayagunaan pendidik;

5) melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian
disiplin pendidik;

6) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pendidik;

7) mengelola dokumen kepegawaian pendidik;
8) melaksanakan proses penilaian pendidik;

9) melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan  pemberian
penghargaan pendidik;

10) melaksanakan proses alih fungsi jabatan fungsional pendidik ke
jabatan pelaksana, jabatan pelaksana ke jabatan fungsional
pendidik dan internal pendidik;

11) melaksanakan kajian, verifikasi dan evaluasi penugasan pendidik
di luar Dinas Pendidikan dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

12) melaksanakan kajian, verifikasi dan evaluasi izin peningkatan
pendidikan formal Pendidik;

13) melaksanakan fasilitasi penyusunan, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi kinerja Pendidik; dan

14) melaksanakan kegiatan penyusunan standar dan pemetaan
kompetensi Pendidik.

3. Kedudukan dan Tugas Seksi Tenaga Kependidikan, meliputi:

a.

b.

Seksi Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga
Kependidikan;

Kepala Seksi Tenaga Kependidikan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan; dan

Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang tenaga kependidikan dan jabatan
pelaksana;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan penatausahaan kepegawaian
tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana;
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3) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian
tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana;

4) melaksanakan dan = mengoordinasikan  perencanaan  dan
pendayagunaan tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana;

5) melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan
pengendalian disiplin tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana;

6) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana;

7) mengelola dokumen kepegawaian tenaga kependidikan dan jabatan
pelaksana;

8) melaksanakan proses penilaian tenaga kependidikan dan jabatan
pelaksana;

9) melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan  pemberian
penghargaan tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana;

10) melaksanakan proses alih fungsi jabatan fungsional tenaga
kependidikan ke jabatan pelaksana, jabatan pelaksana ke jabatan
fungsional tenaga kependidikan dan internal jabatan fungsional
tenaga kependidikan;

11) melaksanakan kajian, verifikasi dan evaluasi penugasan tenaga
kependidikan dan  jabatan  pelaksana di luar Dinas
Pendidikandan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

12) melaksanakan kajian, verifikasi dan evaluasi izin peningkatan
pendidikan formal tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana;

13) melaksanakan fasilitasi penyusunan, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana; dan

14) melaksanakan kegiatan penyusunan standar dan pemetaan
kompetensi tenaga kependidikan dan jabatan pelaksana.
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BAB X

BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Program dan
Anggaran.

2. Kepala Bidang Program dan Anggaran berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Bidang Program dan Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan
pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi program dan
anggaran Dinas Pendidikan serta standarisasi dan pengembangan Dinas
Pendidikan.

Bidang Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a.

pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan;

pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kerja, Rencana
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan;

pelaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah pada Dinas Pendidikan; dan

pengoordinasian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dinas
Pendidikan;

pengoordinasian penyusunan dan pelaporan kinerja dan akuntabilitas
Dinas Pendidikan;

pengoordinasian penyusunan kebijakan, proses bisnis, standar, dan
prosedur Dinas Pendidikan;

pengoordinasian, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan sumber pembiayaan lain yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan sesuai kewenangan; dan

pelaksanaan kajian dan pengembangan bidang pendidikan.
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BAB XI

SUKU DINAS KOTA ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala
Suku Dinas Pendidikan.

2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

3. Pada setiap wilayah Kota Administrasi dibentuk 2 (dua) Suku Dinas, terdiri
atas:

a.

b.

j-

Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat;
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat;
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;

Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;
dan

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.

4. Pembagian wilayah kerja Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
sebagai berikut:

a. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat

dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Gambir;

2) Kecamatan Menteng;

3) Kecamatan Tanah Abang; dan

4) Kecamatan Sawah Besar.

b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat

dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Senen;

2) Kecamatan Johar Baru;

3) Kecamatan Cempaka Putih; dan

4) Kecamatan Kemayoran.
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Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Pesanggrahan;

2) Kecamatan Kebayoran Lama;
3) Kecamatan Jagakarsa; dan
4) Kecamatan Cilandak.

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Kebayoran Baru;

2) Kecamatan Tebet;

3) Kecamatan Pasar Minggu;

4) Kecamatan Setia Budi;

5) Kecamatan Pancoran; dan

6) Kecamatan Mampang Prapatan.

Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Kalideres;

2) Kecamatan Cengkareng;

3) Kecamatan Tamansari; dan
4) Kecamatan Tambora.

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Kembangan;

2) Kecamatan Kebon Jeruk;

3) Kecamatan Palmerah; dan

4) Kecamatan Grogol Petamburan.

Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Tanjung Priok;
2) Kecamatan Pademangan; dan
3) Kecamatan Penjaringan.

Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Kelapa Gading;
2) Kecamatan Koja; dan

3) Kecamatan Cilincing.
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i. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Cakung;

2) Kecamatan Pulogadung;

3) Kecamatan Matraman;

4) Kecamatan Jatinegara; dan
5) Kecamatan Duren Sawit.

j- Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
dengan wilayah kerja meliputi:

1) Kecamatan Kramat Jati;

2) Kecamatan Ciracas;

3) Kecamatan Makasar;

4) Kecamatan Pasar Rebo; dan

5) Kecamatan Cipayung.

S. Dalam melakasanakan tugas, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi

berkoordinasi dengan Walikota.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
pemerintahan bidang pendidikan di wilayah Kota Administrasi sesuai
dengan wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
pemerintahan bidang pendidikan di wilayah Kota Administrasi;

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
satuan pendidikan di wilayah Kota Administrasi;

c. pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah Kota
Administrasi;

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Ketua Satuan
Pelaksana Pendidikan Kecamatan, pengawas/penilik, dan Kepala
Sekolah di wilayah Kota Administrasi;

e. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan di wilayah Kota Administrasi;

f. pemantauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di wilayah
Kota Administrasi;

g. penerbitan surat keterangan pengganti dan legalisasi ijazah di wilayah
Kota Administrasi;
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h. pelaksanaan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta didik/
pendidik/tenaga kependidikan pada tingkat Kota Administrasi;

i. fasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C;

j. pelaksanaan pengesahan mutasi peserta didik dalam 1 (satu) wilayah
kerja Suku Dinas Pendidikan;

k. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Suku Dinas
Pendidikan Kota Administrasi; dan

l. pelaksanaan  kesekretariatan Suku Dinas Pendidikan Kota
Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan
Pendidikan Khusus;

c. Seksi Sekolah Dasar;

d. Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas;

e. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan; dan

f. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota
Administrasi; dan

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas
Pendidikan Kota Administrasi;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kearsipan Suku Dinas Pendidikan Kota
Administrasi;

melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Suku Dinas
Pendidikan Kota Administrasi;

melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem
informasi Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Pendidikan
Kota Administrasi;

melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa
beban kerja Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;

melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas
Pendidikan Kota Administrasi;
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya,;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar,
dan prosedur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi,

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja,
kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas Pendidikan Kota
Administrasi;

melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas Pendidikan
Kota Administrasi;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan

melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas
Pendidikan Kota Administrasi.

3. Kedudukan dan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan Khusus, meliputi:

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;

b. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan

c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan
khusus dan layanan khusus di wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
satuan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan
masyarakat, pendidikan khusus dan layanan khusus di wilayah
Kota Administrasi;

mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan anak wusia dini, pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus dan layanan khusus di wilayah Kota Administrasi;

memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan
khusus dan layanan khusus di wilayah Kota Administrasi;
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5) melaksanakan penerbitan surat keterangan pengganti dan
legalisasi ijazah pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus dan layanan khusus di wilayah Kota
Administrasi;

6) melaksanakan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta
didik/pendidik/tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus dan layanan khusus di
wilayah Kota Administrasi; dan

7) memfasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C.

4. Kedudukan dan Tugas Seksi Sekolah Dasar, meliputi:

a.

b.

Seksi Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sekolah
Dasar;

Kepala Seksi Sekolah Dasar berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan

Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas:

1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekolah
dasar di wilayah Kota Administrasi;

2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
satuan pendidikan Sekolah Dasar di wilayah Kota Administrasi;

3) mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang sekolah dasar di wilayah Kota Administrasi;

4) memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di bidang
sekolah dasar di wilayah Kota Administrasi;

5) melaksanakan penerbitan surat keterangan pengganti dan
legalisasi ijazah Sekolah Dasar di wilayah Kota Administrasi;

6) melaksanakan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta
didik/pendidik/tenaga kependidikan Sekolah Dasar di wilayah Kota
Administrasi; dan

7) memfasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C
sesuai lingkup tugasnya.

5. Kedudukan dan Tugas Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah
Menengah Atas, meliputi:

a.

Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas;

Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas Pendidikan Kota Administrasi;

Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas
mempunyai tugas:

1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di wilayah Kota
Administrasi;
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melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
Menengah Atas di wilayah Kota Administrasi;

mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di
wilayah Kota Administrasi;

memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di bidang
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di wilayah
Kota Administrasi,

melaksanakan penerbitan surat keterangan pengganti dan
legalisasi ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah
Atas di wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta didik/
pendidik/tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas di wilayah Kota Administrasi; dan

memfasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C
sesuai lingkup tugasnya.

6. Kedudukan dan Tugas Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan
Pelatihan, meliputi:

a.

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan
Pelatihan;

Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas Pendidikan Kota Administrasi; dan

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan mempunyai
tugas:

1)

S)

6)

7)

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekolah
menengah kejuruan, kursus dan pelatihan di wilayah Kota
Administrasi;

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan
Pelatihan di wilayah Kota Administrasi;

mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan di
wilayah Kota Administrasi;

memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di bidang
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan di wilayah Kota
Administrasi;

melaksanakan penerbitan surat keterangan pengganti dan
legalisasi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
di wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan lomba/festival/pertandingan/olimpiade  peserta
didik /pendidik /tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan,
Kursus dan Pelatihan di wilayah Kota Administrasi; dan

memfasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C
sesuai lingkup tugasnya.



33

7. Kedudukan dan Tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi:

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b.

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidkan
Kota Administrasi; dan

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

1)

2)

menyusun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Suku
Dinas Pendidikan Kota Administrasi untuk wilayah kerjanya;

melaksanakan dan mengoordinasikan penatausahaan, perencanaan,
pendayagunaan, pengembangan karir dan pengendalian disiplin
pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;

membina pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya;

memantau dan mengevaluasi kinerja pendidik dan tenaga
kependidikan di wilayah kerjanya;

mengelola dokumen  kepegawaian pendidik dan tenaga
kependidikan di wilayah kerjanya;

melaksanakan proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan
di wilayah kerjanya;

melaksanakan  pengurusan kesejahteraan dan  pemberian
penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah
kerjanya; dan

melaksanakan proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan wakil kepala satuan
pendidikan negeri.
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BAB XII

SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1.

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang
Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi berkoordinasi dengan Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
pemerintahan bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi penyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
pemerintahan bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Administrasi;

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Administrasi;

c. pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di
wilayah Kabupaten Administrasi;

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Ketua Satuan
Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas/Penilik, dan Kepala
Sekolah di wilayah Kabupaten Administrasi;

e. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Administrasi;

f. pemantauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di wilayah
Kabupaten Administrasi;

g. penerbitan surat keterangan pengganti dan legalisasi ijazah di
wilayah Kabupaten Administrasi;

h. pelaksanaan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta didik/
pendidik/tenaga kependidikan pada tingkat Kabupaten Administrasi;

i.  fasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C;

j- pelaksanaan pengesahan mutasi peserta didik dalam 1 (satu)
wilayah kerja Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;

k. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Suku Dinas
Pendidikan Kabupaten Administrasi; dan

L. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi.
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C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:

a.

b.

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat,
Pendidikan Khusus, dan Sekolah Dasar; dan

Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan.

2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;

Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Administrasi; dan

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas
Pendidikan Kabupaten Administrasi;

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kearsipan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi;

3) melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Suku
Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;

4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan
sistem informasi Suku Dinas Wilayah Kabupaten Administrasi;

5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas
Pendidikan Kabupaten Administrasi;

6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa
beban kerja Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;

7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku
Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;

8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana
Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis,
standar, dan prosedur Suku Dinas Pendidikan Kabupaten
Administrasi;

12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan
kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Administrasi;
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13) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas
Pendidikan Kota Administrasi;

14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan
keuangan Suku Dinas Wilayah Kabupaten Administrasi; dan

15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi.

3. Kedudukan dan Tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Masyarakat, Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar

a.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat,
Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat,
Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar.

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat,
Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Administrasi.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat,
Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar mempunyai tugas:

1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, layanan khusus dan sekolah dasar di
wilayah Kabupaten Administrasi;

2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan satuan pendidikan pendidikan anak wusia dini,
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, layanan khusus
dan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Administrasi;

3) mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan
di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, layanan khusus dan sekolah dasar di
wilayah Kabupaten Administrasi;

4) memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di
bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat,
pendidikan khusus, layanan khusus dan sekolah dasar di
wilayah Kabupaten Administrasi;

5) melaksanakan penerbitan surat keterangan pengganti dan
legalisasi ijazah pendidikan anak wusia dini, pendidikan
masyarakat, pendidikan khusus, layanan khusus dan sekolah
dasar di wilayah Kabupaten Administrasi;

6) melaksanakan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta
didik/pendidik /tenaga kependidikan pendidikan anak usia
dini, pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, layanan
khusus dan sekolah dasar di wilayah Kabupaten Administrasi;
dan

7) memfasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C.
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4. Kedudukan dan Tugas Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan

a.

Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan
Pelatihan.

Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas
Pendidikan Kabupaten Administrasi.

Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan mempunyai
tugas:

1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan, kursus dan pelatihan di wilayah
Kabupaten Administrasi;

2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan satuan pendidikan sekolah menengah pertama,
sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, kursus
dan pelatihan di wilayah Kabupaten Administrasi,

3) mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan
di Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang Sekolah
Menengah Atas dan Bidang Sekolah Menengah, Kejuruan,
Kursus dan Pelatihan di wilayah Kabupaten Administrasi;

4) memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di
Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan di wilayah
Kabupaten Administrasi;

S5) melaksanakan penerbitan surat keterangan pengganti dan
legalisasi ijazah sekolah menengah pertama, sekolah
menengah atas, sekolah menengah kejuruan, kursus dan
pelatihan di wilayah Kabupaten Administrasi;

6) melaksanakan lomba/festival/pertandingan/olimpiade peserta
didik/pendidik/tenaga kependidikan sekolah menengah
pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan,
kursus dan pelatihan di wilayah Kabupaten Administrasi; dan

7) memfasilitasi pelaksanaan ujian paket A, paket B, dan paket C
sesuai lingkup tugasnya.
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BAB XIII

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

1.

Pusat Pelatihan dan Pengmbangan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat
Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan.

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengmbangan Pendidikan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan terdiri atas:

a. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi
Jakarta Pusat;

b. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi
Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu;

c. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi
Jakarta Barat;

d. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi
Jakarta Selatan; dan

e. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi
Jakarta Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas
membantu Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan dan
pengembangan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan;

b. penyusunan program pelatihan dan pengembangan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan;

c. penyusunan kurikulum pelatihan dan pengembangan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan;

d. penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses dan pasca pelatihan dan
pengembangan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan
kejuruan;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi
dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi
pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan; dan

g. pelaksanaan  kegiatan  kesekretariatan Pusat Pelatihan dan
Pengembangan Pendidikan;
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C. SUSUNAN ORGANISASI

1.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan membawahi Subbagian
Tata Usaha.

Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan
Pendidikan; dan

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Pelatihan
dan Pengembangan Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kearsipan Pusat Pelatihan dan Pengembangan
Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Pusat
Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem
informasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Pelatihan dan
Pengembangan Pendidikan;

melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa
beban kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan;

melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat
Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses Dbisnis,
standar, dan prosedur Pusat Pelatihan dan Pengembangan
Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan
kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Pelatihan dan
Pengembangan Pendidikan;

melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Pelatihan dan
Pengembangan Pendidikan;



14)

15)
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melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan
Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan; dan

melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Pelatihan dan
Pengembangan Pendidikan.
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BAB XIV

PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

1.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan dipimpin
oleh Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional
Pendidikan.

Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan mempunyai
tugas membantu Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pendanaan pendidikan.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pendanaan personal dan operasional pendidikan;

b. penerimaan dan verifikasi usulan pelaksanaan pendanaan personal
dan operasional pendidikan;

c. pemberian pendanaan personal dan operasional pendidikan;

d. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pendanaan
personal dan operasional pendidikan;

e. pengelolaan pengaduan dalam pelaksanaan pendanaan personal dan
operasional pendidikan;

f. pengelolaan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan pendanaan
personal dan operasional pendidikan;

g. pengelolaan sistem informasi dalam pelaksanaan pendanaan personal
dan operasional pendidikan; dan

h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pusat Pelayanan Pendanaan
Personal dan Operasional Pendidikan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
membawahi Subbagian Tata Usaha.

2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal
dan Operasional Pendidikan; dan
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Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

2)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Pelayanan
Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kearsipan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan
Operasional Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Pusat
Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem
informasi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional
Pendidikan;

melaksanakan  pengelolaan kepegawaian Pusat Pelayanan
Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan,;

melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa
beban kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional
Pendidikan;

melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat
Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar,
dan prosedur Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional
Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja,
kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan
Operasional Pendidikan;

melaksanakan  penatausahaan keuangan Pusat Pelayanan
Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;
dan

melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Pelayanan
Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan.
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BAB XV

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat
Data dan Teknologi Infomasi Pendidikan.

2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan mempunyai tugas membantu
Dinas dalam pengelolaan data dan teknologi informasi pendidikan serta
menyelenggarakan pengembangan layanan pembelajaran berbasis teknologi
informasi.

2. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a.
b.
C.

d.

pelaksanaan pengelolaan data pendidikan;
pelaksanaan penyajian dan publikasi data pendidikan;
pemberian dukungan dan pelayanan data dan informasi pendidikan;

perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi serta
transformasi digital pendidikan;

pengembangan pemanfataan teknologi informasi serta transformasi
digital untuk proses pembelajaran dan layanan administrasi
pendidikan;

pengoordinasian dan penyediaan informasi publik Dinas Pendidikan;
dan

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pusat Data dan Teknologi
Informasi Pendidikan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan membawahi Subbagian
Tata Usaha.

2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a.

b.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;

Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pendidikan; dan

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Data dan
Teknologi Informasi Pendidikan;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kearsipan Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Pusat Data
dan Teknologi Informasi Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem
informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Data dan Teknologi
Informasi Pendidikan;

melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa
beban kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan;

melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Data
dan Teknologi Informasi Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar,
dan prosedur Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja,
kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Data dan Teknologi Informasi
Pendidikan;

melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Data dan Teknologi
Informasi Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan
Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan; dan

melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Data dan
Teknologi Informasi Pendidikan.
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BAB XVI

UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dipimpin oleh Kepala
Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan.

2. Kepala Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas
membantu Dinas Pendidikan menyelenggarakan perencanaan, penyediaan,
perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana satuan pendidikan.

2. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemetaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan
kelaikan bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan satuan
pendidikan;

b. perencanaan kebutuhan rehab sedang, rehab berat, rehab total dan
pembangunan baru gedung satuan pendidikan;

c. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan satuan
pendidikan;

d. pelaksanaan rehab sedang, rehab berat, rehab total dan pembangunan
baru gedung satuan pendidikan;

e. penyediaan peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan;

f. perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan dan
perlengkapan satuan pendidikan; dan

g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Unit Pengelola Prasarana dan
Sarana Pendidikan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan membawahi Subbagian
Tata Usaha.

2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Prasarana dan
Sarana Pendidikan; dan

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pengelola
Prasarana dan Sarana Pendidikan;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, kearsipan Unit Pengelola Prasarana dan Sarana
Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Unit
Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem
informasi Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Prasarana
dan Sarana Pendidikan;

melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa
beban kerja Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan,;

melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pengelola
Prasarana dan Sarana Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar,
dan prosedur Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja,
kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pengelola Prasarana dan Sarana
Pendidikan;

melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pengelola Prasarana
dan Sarana Pendidikan;

melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan
Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan; dan

melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pengelola
Prasarana dan Sarana Pendidikan.
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BAB XVII

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NEGERI

A. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

1. Kedudukan

a. Taman Kanak-Kanak Negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah Taman

Kanak-Kanak Negeri.

Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.

Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri melaksanakan tugas:

1) memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Taman Kanak-
Kanak Negeri;

2) memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

3) membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga
fungsional/profesi lainnya,;

4) membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

5) mengoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha dan tenaga
fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Taman Kanak-Kanak Negeri
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus.

2. Tugas dan Fungsi

a.

b.

Taman Kanak-Kanak Negeri mempunyai tugas membantu Dinas
Pendidikan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi
anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Taman Kanak-Kanak Negeri menyelenggarakan fungsi:

1) penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai dengan
kurikulum;

2) pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta
didik;

3) pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik dan masyarakat;

4) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi
lainnya;

5) pelaksanaan kegiatan kesekretariatanTaman Kanak-Kanak Negeri;
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6) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Taman Kanak-
Kanak Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

7) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

B. SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NEGERI

1. Kedudukan

a.

b.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri.

Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri mekasanakan
tugas:

1) memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

2) memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

3) membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya,;

4) membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

5) mengoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha dan tenaga
fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Sejenis Negeri dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus.

2. Tugas dan Fungsi

a.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri mempunyai tugas
membantu Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program
pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri menyelenggarakan
fungsi:

1) pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik dan masyarakat;

2) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi
lainnya;

3) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Sejenis Negeri dengan melaporkan kepada Dinas melalui
Suku Dinas Pendidikan;
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4) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri sesuai lingkup tugas dan
fungsinya; dan

5) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

C. TAMAN PENITIPAN ANAK NEGERI

1. Kedudukan

a. Taman Penitipan Anak Negeri dipimpin oleh Kepala Taman Penitipan

Anak Negeri.

Kepala Taman Penitipan Anak Negeri berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala
Suku Dinas Pendidikan.

Kepala Taman Penitipan Anak Negeri mempunyai tugas:

1) memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Taman
Penitipan Anak Negeri;

2) memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

3) membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga
fungsional/profesi lainnya;

4) membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

5) mengoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha dan tenaga
fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Taman Penitipan Anak Negeri
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus.

2. Tugas dan Fungsi

a.

b.

Taman Penitipan Anak Negeri mempunyai tugas membantu Dinas
Pendidikan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan
bagi anak usia O (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

Taman Penitipan Anak Negeri menyelenggarakan fungsi:
1) penyelenggaraan Taman Penitipan Anak sesuai dengan kurikulum;

2) pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta
didik;
3) pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang

tua/wali peserta didik dan masyarakat;

4) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/ profesi
lainnya;
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5) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Taman Penitipan Anak
Negeri;

6) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Taman
Penitipan Anak Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

7) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

D. KELOMPOK BERMAIN NEGERI

1. Kedudukan

a. Kelompok Bermain Negeri dipimpin oleh Kepala Kelompok Bermain
Negeri.

b. Kepala Kelompok Bermain Negeri berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala
Suku Dinas Pendidikan.

c. Kepala Kelompok Bermain Negeri mempunyai tugas:

1) memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Kelompok
Bermain Negeri;

2) memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

3) membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya,;

4) membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

5) mengoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha dan tenaga
fungsional.

d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kelompok Bermain Negeri
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

2. Tugas dan Fungsi

a. Kelompok Bermain Negeri mempunyai tugas membantu Dinas
Pendidikan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan
bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun
dengan prioritas 3 (tiga) tahun sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

b. Kelompok Bermain Negeri menyelenggarakan fungsi :
1) penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum;

2) pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta
didik;

3) pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik dan masyarakat;
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pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi
lainnya;

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kelompok Bermain Negeri;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok
Bermain Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas.
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BAB XVIII

SEKOLAH DASAR NEGERI

A. KEDUDUKAN
1. Sekolah Dasar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri.

2. Kepala Sekolah Dasar Negeri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

3. Kepala Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas:
a. memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Sekolah Dasar Negeri;
b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

c. membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya,;

d. membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan peran
serta masyarakat; dan

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri,
tata usaha dan tenaga fungsional.

4. Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai rombongan belajar kurang dari 10
(sepuluh) rombongan belajar, tidak dapat dibentuk Wakil Kepala Sekolah.

5. Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai rombongan belajar 10 (sepuluh)
sampai dengan 15 (lima belas) rombongan belajar dapat dibentuk 1 (satu)
Wakil Kepala Sekolah, dengan tugas membantu Kepala Sekolah Dasar Negeri
dalam:

a. menyusun program pengajaran;

b. menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;

c. menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

d. menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

e. menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;

f.  mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar;

g. mengoordinasikan, menyusun dan = mengarahkan = penyusunan
kelengkapan mengajar;

h. mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

i. mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator mata
pelajaran;

j-  melakukan supervisi administrasi akademis;
k. melakukan pengarsipan program kurikulum,;

. membina perpustakaan;
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m. menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah
Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren Kilat serta
kegiatan siswa lainnya;

n. melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian Kkegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka menegakkan
disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus Organisasi Siswa
Intra Sekolah;

o. membina pengurus dalam berorganisasi,
p.- menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental;

q. membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian, keindahan,
kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman, kekeluargaan dan
ketagwaan;

r. melaksanakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di
luar sekolah;

s. mengatur mutasi siswa;

t. menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;

u. menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
v. menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi; dan

w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Wakil
Kepala Sekolah Dasar Negeri.

Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai rombongan belajar di atas 15 (lima
belas) rombongan belajar, dapat dibentuk 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah,
terdiri atas:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pengajaran;

2) menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;

3) menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

4) menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;
5) menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;

6) mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat
Belajar;

7) mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

8) mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

9) mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator
mata pelajaran;
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melakukan supervisi administrasi akademis;
melakukan pengarsipan program kurikulum; dan
membina perpustakaan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri Bidang Akademik.

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah dalam:

1)

11)

menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya
[Imiah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren
Kilat serta kegiatan siswa lainnya;

melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka
menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan
pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah;

membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental;

membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketaqwaan;

melaksanakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam
kegiatan di luar sekolah;

mengatur mutasi siswa;

menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;

menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri Bidang Kesiswaan.

7. Wakil Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sekolah.

8. Wakil Kepala Sekolah ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas

9. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Dasar Negeri dikoordinasikan
oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar
program 6 (enam) tahun untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama
atau yang sederajat.
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2. Sekolah Dasar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum;
b. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta
didik;
c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan

minat peserta didik;

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik, komite sekolah dan masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya, pustakawan dan tenaga fungsional/
profesi lainnya;

f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan administrasi Sekolah Dasar
Negeri;

g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Dasar
Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.
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BAB XIX

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

A. KEDUDUKAN

1.

Sekolah Menengah Pertama Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah
Menengah Pertama Negeri.

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku
Dinas Pendidikan.

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas:

a.

b.

C.

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekolah Menengah Pertama Negeri;

memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya;

membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah, tata
usaha dan tenaga fungsional.

Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri terdapat Wakil Kepala Sekolah
yang terdiri atas:

a.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pengajaran;

2) menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;
3) menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;
4) menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

5) menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;
6) mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar;

7) mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

8) mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

9) mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator
mata pelajaran;

10) melakukan supervisi administrasi akademis;
11) melakukan pengarsipan program kurikulum;
12) membina perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan

13) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Bidang Akademik.
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b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan, dengan
tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya
[lmiah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren
Kilat serta kegiatan kesiswaan lainnya;

2) melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka
menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan
pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah;

3) membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

4) menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental;

S5) membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketagwaan;

6) melaksanakan pemilihan peserta didik untuk mewakili sekolah
dalam kegiatan di luar sekolah;

7) mengatur mutasi peserta didik;

8) menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan peserta didik
baru dan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah;

9) menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
10) menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi;

11) mengadakan kerja sama dengan komite sekolah atau orang
tua/wali siswa;

12) membantu wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan sosial dan
kegiatan lainnya;

13) menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler;

14) menginformasikan prestasi yang diraih keluarga besar sekolah
melalui media masa;

15) menampilkan profil sekolah melalui media sosial,;

16) mengkoordinasikan kegiatan koperasi sekolah, dharma wanita
serta kelompok usaha lain yang ada disekolah; dan

17) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Bidang Kesiswaan
dan Kehumasan.

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi,
dengan tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana
kebutuhan prasarana dan sarana Sekolah Menengah Pertama
Negeri;
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2) mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

3) mengoordinasikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

4) mengoordinasikan penyediaan sarana pengajaran;

5) mengendalikan pengelolaan perawatan dan perbaikan prasarana
dan sarana Sekolah Menengah Pertama Negeri;

6) mengoordinasikan ketatausahaan Sekolah Menengah Pertama
Negeri; dan

7) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Bidang Prasarana
dan Sarana.

Wakil Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah.

Wakil Kepala Sekolah ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali
hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya berdasarkan penilaian kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Menengah Pertama
Negeri dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan dasar program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau
yang sederajat.

Sekolah Menengah Pertama Negeri menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pendidikan menengah pertama sesuai dengan
kurikulum;

b. pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta
didik;

c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan
minat peserta didik;

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik, komite sekolah dan masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya, pustakawan dan tenaga fungsional/
profesi lainnya;

f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekolah Menengah Pertama
Negeri;

g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah
Pertama Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.
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BAB XX

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

A. KEDUDUKAN

1.

Sekolah Menengah Atas Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah
Menengah Atas Negeri.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku
Dinas Pendidikan.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri mempunyai tugas:

a.

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekolah Menengah Atas Negeri;

memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya;

membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah, tata
usaha dan tenaga fungsional.

Pada Sekolah Menengah Atas Negeri terdapat Wakil Kepala Sekolah yang
terdiri atas:

a.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pengajaran;

2) menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;
3) menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;
4) menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

5) menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;
6) mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar;

7) mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

8) mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

9) mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator
mata pelajaran;

10) melakukan supervisi administrasi akademis;
11) melakukan pengarsipan program kurikulum;
12) membina perpustakaan; dan

13) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Bidang Akademik
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b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan, dengan
tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya
[lmiah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren
Kilat serta kegiatan peserta didik lainnya;

2) melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka
menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan
pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah;

3) membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

4) menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental;

S5) membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketagwaan;

6) menegakkan tata tertib sekolah;
7) menyusun program kegiatan ekstrakurikuler;

8) melaksanakan pemilihan peserta didik untuk mewakili sekolah
dalam kegiatan di luar sekolah;

9) mengatur mutasi peserta didik;

10) menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan peserta didik
baru dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;

11) menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
12) menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi;

13) mengadakan kerja sama dengan komite sekolah atau orang
tua/wali siswa;

14) membantu wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan sosial dan
kegiatan lainnya;

15) menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler;

16) menginformasikan prestasi yang diraih keluarga besar sekolah
melalui media masa;

17) menampilkan profil sekolah melalui media sosial,;

18) mengkoordinasikan kegiatan koperasi sekolah, dharma wanita
serta kelompok usaha lain yang ada disekolah; dan

19) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Bidang Kesiswaan dan
Kehumasan.

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi,
dengan tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana
kebutuhan prasarana dan sarana Sekolah Menengah Atas Negeri;
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2) mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Atas Negeri;

3) mengoordinasikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Atas Negeri;

4) mengoordinasikan penyediaan sarana pengajaran;

5) mengendalikan pengelolaan perawatan dan perbaikan prasarana
dan sarana Sekolah Menengah Atas Negeri;

6) mengoordinasikan ketatausahaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
dan

7) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Bidang Prasarana,
Sarana dan Administrasi.

Wakil Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah.

Wakil Kepala Sekolah sebagaimana ditugaskan dan diberhentikan oleh
Kepala Dinas untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat
ditugaskan kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya
berdasarkan penilaian kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Menengah Atas Negeri
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Sekolah Menengah Atas Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan menengah umum program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah
Menengah Pertama atau yang sederajat.

Sekolah Menengah Atas Negeri menyelenggarakan fungsi :
penyelenggaraan pendidikan menengah atas sesuai dengan kurikulum,;

pelaksanaan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta
didik;

c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan
minat peserta didik;

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik, komite sekolah dan masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional  kependidikan lainnya, pustakawan dan  tenaga
fungsional/profesi lainnya;

f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekolah Menengah Atas Negeri;

g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah
Atas Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.
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C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekolah Menengah Atas Negeri membawahi Subbagian Tata Usaha.

2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a. Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian; dan

C.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah,dan pengembangan Sekolah Menengah Atas
Negeri;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, dan barang/aset Sekolah Menengah
Atas Negeri;

melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Atas Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekolah
Menengah Atas Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah
Menengah Atas Negeri;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sekolah
Menengah Atas Negeri;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sekolah
Menengah Atas Negeri;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekolah
Menengah Atas Negeri;

melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah
Menengah Atas Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

10) melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri.
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BAB XXI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

A. KEDUDUKAN

1.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri.

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku
Dinas Pendidikan.

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, ketua
program studi keahlian, ketua paket keahlian, penanggung jawab
ruang praktik, ketua unit produksi, laboran, pustakawan, tenaga
fungsional/profesi lainnya;

membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat;

membina hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri dan
peran serta masyarakat;

membina hubungan kerja sama dengan universitas/sekolah
tinggi/politeknik yang relevan dengan kompetensi keahlian di Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri; dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah, Kepala
Subbagian Tata Usaha, pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga
fungsional/profesi lainnya.

Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri terdapat Wakil Kepala Sekolah
yang terdiri atas:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, dengan tugas membantu

Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pengajaran,;

2) menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;

3) menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

4) menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

5) menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;

6) mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar;

7) mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;
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8) mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

9) mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator
mata pelajaran;

10) melakukan supervisi administrasi akademis;
11) melakukan pengarsipan program kurikulum;
12) membina perpustakaan sekolah; dan

13) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang
Akademik.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya
[Imiah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren
Kilat serta kegiatan siswa lainnya;

2) melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka
menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan
pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah;

3) membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

4) menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental;

5) membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketaqwaan;

6) melaksanakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam
kegiatan di luar sekolah;

7) mengatur mutasi siswa;

8) menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;

9) menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah
10) menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi; dan

11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang
Kesiswaan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia
Industri, dengan tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan
dewan sekolah;

2) membina hubungan antar sekolah dengan wali murid;
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membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga
pemerintah, swasta dan lembaga sosial lainnya;

membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah;
koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah;
menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah;

menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata dan
pameran hasil pendidikan (gebyar pendidikan);

mewakili Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri apabila
berhalangan wuntuk menghadiri rapat masalah-masalah yang
bersifat umum; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang
Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi,

dengan tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana
kebutuhan prasarana dan sarana Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri;

mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

mengoordinasikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

mengoordinasikan penyediaan sarana pengajaran,;

mengendalikan pengelolaan perawatan dan perbaikan prasarana
dan sarana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

mengoordinasikan ketatausahaan Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Prasarana
dan Sarana.

5. Wakil Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Sekolah.

6. Wakil Kepala Sekolah ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas

untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali
hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya berdasarkan penilaian
kinerja.

7. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri dikoordinasikan oleh Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus

dan Pelatihan.
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B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan menengah kejuruan pada jenjang menengah 3 (tiga) dan/atau
4 (empat) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama atau yang
sederajat.

2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri menyelenggarakan menyelenggarakan
fungsi:

a.

pembimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan teori dan praktik
kejuruan bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum;

pembimbingan dan pembinaan kompetensi nonakademik bagi peserta
didik;

pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang
dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik
kejuruan para peserta didik;

penjajakan, perintisan, pelaksanaan dan pembimbingan hubungan
kerja sama dengan dunia usaha dan industri serta orang tua/wali
peserta didik dan masyarakat;

penjajakan, perintisan, pelaksanaan dan pembimbingan hubungan
kerja sama dengan universitas/sekolah tinggi/ politeknik yang relevan
dengan kompetensi keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan unit produksi;

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya, Ketua Program Studi Keahlian, Ketua
Paket Keahlian, penanggung jawab ruang praktik, Laboran,
Pustakawan, Ketua Unit Produksi dan tenaga fungsional profesi
lainnya;

pelaksanaan konseling bagi para peserta didik;
pengembangan Bursa Kerja Khusus;
pengelolaan kesekretariatan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekolah Menengah Kejuaruan Negeri membawahi Subbagian Tata Usaha.

2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a.

b.

Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian; dan
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c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1) menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri;

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, dan barang/aset Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri;

3) melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

5) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

6) melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

7) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

8) melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri;

9) melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;

10) melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
dan

11) melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

3. Unit Produksi

a. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat membentuk dan
mengembangkan Unit Produksi untuk meningkatkan keterampilan
peserta didik dalam memproduksi barang atau layanan jasa serta
kemampuan wirausaha sebagai pendapatan.

b. Unit Produksi merupakan satuan wusaha yang pelaksanaannya
diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikulum atau ekstrakurikuler dan
beroperasi secara profesional.

c. Unit Produksi dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan
kemampuan dengan memperhatikan program prioritas.

d. Unit Produksi mempunyai tugas:

1) mengimplementasikan kegiatan belajar peserta didik berbasis nilai-
nilai industri dan meningkatkan kemampuan pendidik di Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri pada jenis pekerjaan yang dapat
menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standar pasar,
memiliki nilai komersial dan layak untuk dijual;
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2) mengusulkan rencana kegiatan pemeliharaan dan perbaikan
prasarana dan sarana pendidikan di Unit Produksi dengan prinsip
manajemen berbasis sekolah;

3) menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi peserta didik Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri serta kegiatan kerja sama produksi
pemasaran dan promosi; dan

4) melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum
dengan mendayagunakan sumber daya di sekolah.

e. Unit Produksi dalam operasionalnya dikoordinasikan oleh Ketua Unit
Produksi.

f. Ketua Unit Produksi dapat berasal dari guru/tenaga fungsional
kependidikan lainnya yang mendapat tugas tambahan atau tenaga
fungsional/profesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri.

g. Ketua Unit Produksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

h. Ketua Unit Produksi dalam operasionalnya dapat dibantu oleh
guru/tenaga fungsional kependidikan lainnya yang ditugaskan oleh
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

i. Ketua Unit Produksi melaporkan hasil pengelolaan kegiatan dan
pemanfaatan fasilitas Unit Produksi kepada Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

j- Kepala Sekolah melaporkan hasil pengelolaan kegiatan dan
pemanfaatan fasilitas pada Unit Produksi kepada Kepala Dinas setiap 3
(tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.

4. Program Studi dan Paket Keahlian

a. Untuk mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
siap kerja, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dapat mengembangkan
program studi keahlian dan paket keahlian.

b. Program studi keahlian dan paket keahlian dikembangkan sesuai
kebutuhan dunia usaha dan industri serta perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni.

c. Program studi keahlian dan paket keahlian dalam operasionalnya
dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Keahlian dan Ketua Paket
Keahlian dan/atau pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga
profesional/profesi lainnya yang pelaksanaan tugasnya harus
dipertanggungjawabkan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri.

5. Fasilitas Sekolah

a. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada setiap
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di bangun dan dikembangkan
fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Fasilitas sekolah dibentuk dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan
kemampuan dengan memperhatikan program prioritas.
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c. Fasilitas sekolah dikelola oleh penanggung jawab yang ditugaskan oleh
Kepala Sekolah.

d. Penanggung jawab yang mendapat tugas tambahan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri.
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BAB XXII

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN

A. KEDUDUKAN

1.

Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin
dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan
Mohammad Husni Thamrin.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;
memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya;

membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah Menengah
Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, tata usaha dan
tenaga fungsional.

Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin
terdapat Wakil Kepala Sekolah yang terdiri atas:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, dengan tugas membantu

Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pengajaran;

2) menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;

3) menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

4) menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

5) menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;

6) mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar;

7) mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

8) mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

9) mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator
mata pelajaran;

10) melakukan supervisi administrasi akademis;
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11) melakukan pengarsipan program kurikulum;

12) membina perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan
Menengah Mohammad Husni Thamrin; dan

13) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin Bidang Akademik.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan, dengan
tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya
[lmiah Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren
Kilat serta kegiatan peserta didik lainnya;

2) melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka
menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan
pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah;

3) membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

4) menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental,

S5) membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketaqwaan;

6) menegakkan tata tertib sekolah;
7) menyusun program kegiatan ekstrakurikuler;

8) melaksanakan pemilihan peserta didik untuk mewakili sekolah
dalam kegiatan di luar sekolah;

9) mengatur mutasi keluar peserta didik;

10) menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan peserta didik
baru dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;

11) menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
12) menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi;

13) menyusun program peningkatan prestasi Kompetisi Sains Nasional
di Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin;

14) mengatur kegiatan peserta didik dalam Kompetisi Sains Nasional
Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin;

15) mengadakan kerja sama dengan komite sekolah atau orang
tua/wali siswa,;

16) membantu wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan sosial dan
kegiatan lainnya;
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17) menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler;

18) menginformasikan prestasi yang diraih keluarga besar sekolah
melalui media masa;

19) menampilkan profil sekolah melalui media sosial;

20) mengkoordinasikan kegiatan koperasi sekolah, dharma wanita
serta kelompok usaha lain yang ada disekolah; dan

21) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin Bidang Kesiswaan dan Kehumasan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Asrama, dengan tugas membantu Kepala
Sekolah dalam:

1) menyusun program dan kebutuhan keasramaan;

2) mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana keasramaan;

3) mengoordinasikan kegiatan peserta didik dalam asrama;

4) mengoordinasikan penyediaan sarana keasramaan;

S5) mengendalikan pengelolaan perawatan dan perbaikan asrama; dan
6) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin Bidang Asrama.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi,
dengan tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana
kebutuhan prasarana dan sarana Sekolah Menengah Atas Negeri
Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

2) mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

3) mengoordinasikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

4) mengoordinasikan penyediaan sarana pengajaran;

5) mengendalikan pengelolaan perawatan dan perbaikan prasarana
dan sarana Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin;

6) mengoordinasikan ketatausahaan Sekolah Menengah Atas Negeri
Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

7) menyusun program kehumasan dan kemitraan Sekolah Menengah
Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

8) menyusun standar operasional prosedur kegiatan yang terkait
hubungan masyarakat tentang pelayanan peserta didik dan
masyarakat;

9) menyusun program dalam melayani kemitraan dengan Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin baik
kedalam maupun keluar; dan
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10) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi.

Wakil Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah.

Wakil Kepala Sekolah ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali
hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya berdasarkan penilaian kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Menengah Atas Negeri
Unggulan Mohammad Husni Thamrin dikoordinasikan oleh Kepala Bidang
Sekolah Menengah Atas.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin
merupakan sekolah unggulan berbasis sains dan sekolah berasrama yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah umum
program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama atau yang
sederajat dengan kurikulum yang bertaraf internasional.

Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin
menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan kurikulum bertaraf internasional dan program
unggulan di bidang sains;

b. penyelenggaraan pendidikan menengah atas sesuai dengan kurikulum;

c. pelaksanaan bimbingan, konseling pengasuhan dan perlindungan
peserta didik bagi para peserta didik;

d. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan
minat peserta didik;

e. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik, komite sekolah dan masyarakat;

f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional  kependidikan lainnya, pustakawan dan  tenaga
fungsional/profesi lainnya;

g. pengelolaan asrama, fasilitas lainnya, dan prasarana dan sarana dalam
kawasan Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin;

h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekolah Menengah Atas Negeri
Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah
Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin sesuai lingkup tugas
dan fungsinya; dan

j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.
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C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin,
membawahi Subbagian Tata Usaha.

2. Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata
Usaha;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah; dan

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

9)

10)

11)

12)

menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah, dan pengembangan Sekolah Menengah Atas
Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad
Husni Thamrin;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, dan barang/aset Sekolah Menengah
Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Sekolah Menengah
Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin;

melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah
Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin sesuai
lingkup tugas dan fungsinya; dan

melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni
Thamrin.
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BAB XXIII

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

RAGUNAN KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR

A. KEDUDUKAN

1.

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus
Olahragawan Pelajar.

Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri
Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku
Dinas Pendidikan.

Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri
Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan tugas dan fungsi Sekolah;
b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

c. membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya;

d. membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah, tata
usaha dan tenaga fungsional.

Pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri
Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar terdapat Wakil Kepala Sekolah yang
terdiri atas:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pengajaran,;
2) menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;

3) menyusun bahan kurikulum pendidikan khusus olahragawan
pelajar;

4) mengembangkan metode pembelajaran khusus olahragawan
pelajar;

5) menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

6) menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

7) menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;

8) mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar;

9) mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;
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10) mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

11) mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator
mata pelajaran;

12) melakukan supervisi administrasi akademis; dan
13) melakukan pengarsipan program kurikulum.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah dalam:

1) menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya
[Imiah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren
Kilat serta kegiatan kesiswaan lainnya;

2) melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka
menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan
pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah;

3) membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

4) menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental,

5) melaksanakan pemilihan peserta didik untuk mewakili sekolah
dalam kegiatan di luar sekolah;

6) mengatur mutasi peserta didik;

7) menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan peserta didik
baru dan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah;

8) menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
9) menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi; dan

10) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan dan Kemitraan, dengan
tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1) merencanakan program kerja;

2) mengadakan kerja sama dengan komite sekolah atau orang
tua/wali siswa;

3) membantu wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan sosial dan
kegiatan lainnya;

4) menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler;

5) menginformasikan prestasi yang diraih keluarga besar sekolah
melalui media masa;

6) menampilkan profil sekolah melalui media internet;

7) mengkoordinasikan kegiatan koperasi sekolah, dharma wanita
serta kelompok usaha lain yang ada disekolah;
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mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan hari ulang tahun
sekolah; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah
Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar Bidang
Kehumasan dan Kemitraan.

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana, Sarana dan Administrasi,

dengan tugas membantu Kepala Sekolah dalam:

1)

2)

3)

4)
S)

6)

7)

8)

mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana
kebutuhan prasarana dan sarana Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan
Pelajar;

mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

mengoordinasikan penggunaan prasarana dan sarana Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

mengoordinasikan penyediaan sarana pengajaran,;

mengendalikan pengelolaan perawatan dan perbaikan prasarana
dan sarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah
Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar;

membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketaqwaan;

mengoordinasikan ketatausahaan Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan
Pelajar; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah
Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar Bidang
Prasarana, Sarana dan Administrasi.

5. Wakil Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

6.

7.

kepada Kepala Sekolah.

Wakil Kepala Sekolah ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas

untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali

hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya berdasarkan penilaian

kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan
Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas.
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B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan dasar program tiga (3) tahun bagi Olahragawan Pelajar
tamatan Sekolah Dasar atau yang sederajat dan pendidikan menengah
atas program (3) tiga tahun bagi Olahragawan Pelajar tamatan Sekolah
Menengah Pertama atau yang sederajat.

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum;

b. penyusunan bahan kurikulum pendidikan khusus olahragawan
pelajar;

c. pengembangan metode pembelajaran khusus olahragawan pelajar;

d. penyusunan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kegiatan
pendidikan dan pelatihan olahraga;

e. pelaksanaan bimbingan, konseling, pengasuhan dan perlindungan
peserta didik bagi para peserta didik;

f. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik, komite sekolah dan masyarakat;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya, pustakawan dan tenaga
fungsional/profesi lainnya;

h. pengelolaan fasilitas, prasarana dan sarana dalam kawasan Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekolah Menengah Pertama dan
Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar;

j- pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus
Olahragawan Pelajar sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1.

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar membawahi Subbagian Tata Usaha.

Kedudukan dan Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:

a. Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian;

c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
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S)

6)

7)

8)

9)
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menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah, dan pengembangan Sekolah Menengah Pertama
dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan
Pelajar;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, dan barang/aset Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus
Olahragawan Pelajar;

melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri
Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekolah
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan
Khusus Olahragawan Pelajar;

10) melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Sekolah Menengah

Pertama dan Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus
Olahragawan Pelajar; dan

11) melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar.
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BAB XXIV

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

A. KEDUDUKAN

1.

Sekolah Luar Biasa Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Luar
Biasa Negeri.

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku
Dinas Pendidikan.

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekolah Luar Biasa Negeri;

b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

c. membina guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya;

d. membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
peran serta masyarakat; dan

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah, tata
usaha dan tenaga fungsional.

Pada Sekolah Luar Biasa Negeri yang mempunyai rombongan belajar
kurang dari 10 (sepuluh) rombongan belajar tidak dapat dibentuk Wakil
Kepala Sekolah.

Pada Sekolah Luar Biasa Negeri yang mempunyai rombongan belajar 10
(sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) rombongan belajar dapat
dibentuk 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah, dengan tugas membantu Kepala
Sekolah Luar Biasa Negeri dalam:

a. menyusun program pengajaran, pembagian tugas guru, jadwal
pelajaran, jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

b. menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;
c. menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;
d. mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda Tamat Belajar;

e. mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

f. mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

g. mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator mata
pelajaran;

h. melakukan supervisi administrasi akademis;

i. melakukan pengarsipan program kurikulum;
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membina perpustakaan Sekolah Luar Biasa Negeri;

menyusun program pembinaan kesiswaan (Organisasi Siswa Intra
Sekolah), meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah
Remaja, Unit Kesehatan Sekolah, Paskibraka, Pesantren Kilat serta
kegiatan siswa lainnya;

melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam rangka menegakkan
disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus Organisasi
Siswa Intra Sekolah;

. membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental;

membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketagwaan;

melaksanakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam
kegiatan di luar sekolah;

mengatur mutasi siswa;

menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;

menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Wakil
Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri.

. Pada Sekolah Luar Biasa Negeri yang mempunyai rombongan belajar di
atas 15 (lima belas) rombongan belajar dapat dibentuk 2 (dua) Wakil
Kepala Sekolah yang terdiri atas:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dengan tugas membantu

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri dalam:

1) menyusun program pengajaran,;

2) menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;

3) menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

4) menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir;

5) menerapkan ketamatan; kriteria persyaratan kenaikan kelas
dan ketamatan;

6) mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat Tanda
Tamat Belajar;

7) mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

8) mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;
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9) mengatur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/
Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan dan koordinator
mata pelajaran;

10) melakukan supervisi administrasi akademis;
11) melakukan pengarsipan program kurikulum;
12) membina perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan

13) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dengan tugas membantu
Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri dalam:

1) menyusun program pembinaan kesiswaan, meliputi Kepramukaan,
Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah Remaja, Unit Kesehatan
Sekolah, Paskibraka, Pesantren Kilat serta kegiatan siswa lainnya;

2) melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan/Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam rangka menegakkan
disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus Organisasi
Siswa Intra Sekolah;

3) membina pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam
berorganisasi;

4) menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental,

5) membina dan melaksanakan koordinasi kebersihan, kerapian,
keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan, ketenteraman,
kekeluargaan dan ketaqwaan;

6) melaksanakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam
kegiatan di luar sekolah;

7) mengatur mutasi siswa;

8) menyusun dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah;

9) menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;
10) menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi; dan

11) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Wakil Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah.

Wakil Kepala Sekolah ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali
hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya berdasarkan penilaian kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekolah Luar Biasa Negeri
dikoordinasikan oleh Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
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B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Sekolah Luar Biasa Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental,
perilaku dan sosial pada:

a.

satuan pendidikan anak usia dini nonformal dan informal (Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa);

satuan pendidikan dasar (Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa); dan

satuan pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan
Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa).

Sekolah Luar Biasa Negeri menyelenggarakan fungsi:

penyelenggaraan pendidikan khusus;

pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusi;

pelaksanaan bimbingan, konseling pengasuhan dan perlindungan
peserta didik bagi para peserta didik;

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan
minat peserta didik;

pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik, komite sekolah dan masyarakat;

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fungsional kependidikan lainnya, pustakawan dan tenaga fungsional/
profesi lainnya;

pengelolaan asrama, fasilitas lainnya, dan prasarana dan sarana dalam
kawasan Sekolah Luar Biasa Negeri;

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekolah Luar Biasa Negeri;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Luar Biasa
Negeri sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.
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BAB XXV

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

KEDUDUKAN

1. Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar
Kegiatan Belajar.

2. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala
Suku Dinas Pendidikan.

3. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah pamong belajar yang diberi
tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar .

4. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sanggar Kegiatan Belajar;

b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

c. membina pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Sanggar
Kegiatan Belajar;

d. membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat; dan

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Urusan Tata Usaha dan
tenaga fungsional.

5. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sanggar Kegiatan Belajar

dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

TUGAS DAN FUNGSI

1.

2.

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan
nonformal bagi masyarakat.

Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat melalui
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak wusia dini,
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan
kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;

b. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Program
Kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar;

c. pelaksanaan bimbingan, konseling pengasuhan dan perlindungan
peserta didik bagi para peserta didik;

d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang
tua/wali peserta didik, dan masyarakat;
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e. pelaksanaan pembimbingan kepada pendidik dan tenaga
kependidikan yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar

f.  prasarana dan sarana dalam kawasan Sanggar Kegiatan Belajar;

g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sanggar Kegiatan Belajar;
dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal bagi masyarakat disesuaikan
dengan daya dukung Sanggar Kegiatan Belajar dan kebutuhan belajar
masyarakat.
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BAB XXVI

UNIT KERJA NONSTRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Hubungan Masyarakat

a.

Subkelompok Hubungan Masyarakat dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok.

Ketua Subkelompok Hubungan Masyarakat berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.

Subkelompok Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

1) mendokumentasikan, menghimpun dan mempublikasikan kegiatan
Dinas Pendidikan;

2) mengolah, menghimpun, dan menyusun sinopsis pemberitaan
Dinas yang termuat dalam media cetak dan media elektronik;

3) melaksanakan tugas penerimaan tamu, pengaturan acara, upacara
dan keprotokolan Dinas Pendidikan,;

4) melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian, praktik kerja lapangan,
magang dan sejenisnya;

5) melaksanakan pelayanan informasi publik Dinas Pendidikan;

6) mengkoordinasikan dan menyampaikan hak jawab atas pemberitaan
Dinas pada media cetak dan media elektronik;

7) menghimpun, membuat, dan menyampaikan press release kegiatan
Dinas Pendidikan;

8) melaksanakan pembinaan kehumasan kepada Suku Dinas, Unit
Pelaksana Teknis, sekolah dan/atau Satuan Pelaksana Pendidikan
lainnya; dan

9) mengoordinasikan dan mengembangkan kerja sama yang dilaksanakan
oleh Dinas dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau instansi
pemerintah /swasta/organisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Subkelompok Kurikulum dan Penilaian

a.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok Kurikulum dan Penilaian.

. Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian lingkup
pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan
khusus dan layanan khusus;
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melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian lingkup pendidikan anak usia dini,
pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus dan layanan
khusus;

membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian lingkup pendidikan anak wusia dini, pendidikan
masyarakat, dan pendidikan khusus dan layanan khusus;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian lingkup pendidikan anak wusia dini,
pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus dan layanan
khusus;

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal lingkup
pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat, pendidikan
khusus dan layanan khusus;

menyusun Kkriteria penilaian pendidikan lingkup pendidikan anak
usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus dan
layanan khusus; dan

meneliti pengesahan SKYBS dan surat keterangan pengganti
SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah.

3. Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

a. Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dikoordinasikan
oleh Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

b. Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus.

c. Subkelompok Peserta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
mempunyai tugas:

1)

2)

3)

merumuskan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, penerimaan
peserta didik dan masa pengenalan lingkungan sekolah lingkup
pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan
khusus dan layanan khusus;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa
pengenalan lingkungan sekolah lingkup pendidikan anak usia dini,
pendidikan masyarakat, pendidikan khusus dan layanan khusus;

membina pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik,
penerimaan peserta didik dan masa pengenalan lingkungan
sekolah lingkup pendidikan anak wusia dini, pendidikan
masyarakat, pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
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4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa pengenalan
lingkungan sekolah lingkup pendidikan anak usia dini, pendidikan
masyarakat, pendidikan khusus dan layanan khusus.

4. Subkelompok Kurikulum dan Penilaian

a.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok.

Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah
Dasar;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

3) membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian Sekolah Dasar;

4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

5) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Dasar;

6) menyusun kriteria penilaian Sekolah Dasar; dan

7) meneliti pengesahan SKYBS dan surat keterangan pengganti
SKYBS yang dikeluarkan oleh Instansi pendidikan pemerintah.

S. Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

a.

Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dikoordinasikan
oleh Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sekolah Dasar.

Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai
tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi
dan pembangunan karakter peserta didik, penerimaan peserta didik
dan masa pengenalan lingkungan sekolah lingkup Sekolah Dasar;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa
pengenalan lingkungan sekolah lingkup Sekolah Dasar;

3) membina pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik,
penerimaan peserta didik dan masa pengenalan lingkungan sekolah
lingkup Sekolah Dasar; dan
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4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa pengenalan
lingkungan sekolah lingkup Sekolah Dasar.

6. Subkelompok Kurikulum dan Penilaian

a.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok Kurikulum dan Penilaian.

Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah
Pertama.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah
Menengah Pertama;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

3) membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian Sekolah Menengah Pertama;

4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;

S5) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Pertama;

6) menyusun kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan

7) meneliti pengesahan SKYBS dan surat keterangan pengganti
SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah.

7. Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

a.

Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dikoordinasikan
oleh Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sekolah Menengah Pertama.

Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai
tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi
dan pembangunan karakter peserta didik, penerimaan peserta didik
dan masa pengenalan lingkungan sekolah lingkup Sekolah Menengah
Pertama;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa
pengenalan lingkungan sekolah lingkup Sekolah Menengah Pertama,;

3) membina pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik,
penerimaan peserta didik dan masa pengenalan lingkungan sekolah
lingkup Sekolah Menengah Pertama; dan
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4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa pengenalan
lingkungan sekolah lingkup Sekolah Menengah Pertama.

8. Subkelompok Kurikulum dan Penilaian

a.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok Kurikulum dan Penilaian.

Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas.

Subkelompok Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah
Menengah Atas;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas;

3) membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian Sekolah Menengah Atas;

4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas;

S5) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah
Menengah Atas;

6) menyusun kriteria penilaian Sekolah Menengah Atas; dan

7) meneliti pengesahan SKYBS dan surat keterangan pengganti
SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah.

9. Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

a.

Subkelompok  Peserta  Didik dan Pembangunan Karakter
dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter.

Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sekolah Menengah Atas.

Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai
tugas:

1) merumuskan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi
dan pembangunan karakter peserta didik, penerimaan peserta didik
dan masa pengenalan lingkungan sekolah lingkup Sekolah
Menengah Atas;

2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa
pengenalan lingkungan sekolah lingkup Sekolah Menengah Atas;

3) membina pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik,
penerimaan peserta didik dan masa pengenalan lingkungan sekolah
lingkup Sekolah Menengah Atas; dan
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memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa pengenalan
lingkungan sekolah lingkup Sekolah Menengah Atas Negeri.

10. Subkelompok Kurikulum dan Penilaian

a. Subkelompok Kurikulum dan Penilaian dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok Kurikulum dan Penilaian.

b. Ketua Subkelompok Kurikulum dan Penilaian berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah
Kejuruan, Kursus dan Pelatihan.

c. Subkelompok Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

1)

2)

merumuskan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah
menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan,
kursus dan pelatihan;

membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan, kursus dan
pelatihan;

menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah
menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

menyusun kriteria penilaian sekolah menengah kejuruan, kursus
dan pelatihan; dan

meneliti pengesahan SKYBS dan surat keterangan pengganti
SKYBS yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan pemerintah.

11. Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

a. Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dikoordinasikan
oleh Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

b. Ketua Subkelompok Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan

c. Subkelompok Peserta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
mempunyai tugas:

1)

2)

merumuskan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi
dan pembangunan karakter peserta didik, penerimaan peserta
didik dan masa pengenalan lingkungan sekolah lingkup sekolah
menengah kejuruan, kursus dan pelatihan;

melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan
karakter peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa
pengenalan lingkungan sekolah lingkup sekolah menengah kejuruan,
kursus dan pelatihan;
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membina pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik,
penerimaan peserta didik dan masa pengenalan lingkungan sekolah
lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus dan pelatihan; dan

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter
peserta didik, penerimaan peserta didik dan masa pengenalan
lingkungan sekolah lingkup sekolah menengah kejuruan, kursus
dan pelatihan.

12. Subkelompok Pengembangan Karir

a. Subkelompok Pengembangan Karir dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok Pengembangan Karir.

b.

Ketua Subkelompok Pengembangan Karir berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.

Subkelompok Pengembangan Karir mempunyai tugas:

8)

9)

melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan karir pegawai,
melaksanakan proses kepangkatan pegawai;

melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengajuan kebutuhan
jabatan struktural, Ketua, tugas tambahan guru sebagai kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar,
jabatan manajerial lainnya pada Dinas Pendidikan;

melaksanakan kegiatan pemetaan jabatan struktural, Ketua, tugas
tambahan guru sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
pengawas, penilik, pamong belajar, jabatan manajerial lainnya pada
Dinas Pendidikan;

menyusun standar dan pemetaan kompetensi jabatan struktural,
Ketua, tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar, jabatan manajerial
lainnya pada Dinas Pendidikan;

menyusun dan mengusulkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
jabatan struktural, Ketua, tugas tambahan guru sebagai kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar,
jabatan manajerial lainnya pada Dinas Pendidikan;

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan
evaluasi disiplin jabatan struktural, Ketua, tugas tambahan guru
sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, penilik,
pamong belajar, jabatan manajerial lainnya pada Dinas Pendidikan;

melaksanakan penyelesaian pelanggaran disiplin, kode etik dan
kode perilaku jabatan struktural, Ketua, tugas tambahan guru
sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, penilik,
pamong belajar, jabatan manajerial lainnya pada Dinas Pendidikan;

melaksanakan proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, Ketua, tugas
tambahan guru sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
pengawas, penilik, pamong belajar, jabatan manajerial lainnya pada
Dinas Pendidikan;
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10) melaksanakan kegiatan baperjab internal Dinas Pendidikan untuk
jabatan struktural, Ketua, tugas tambahan guru sebagai kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar,
jabatan manajerial lainnya pada Dinas Pendidikan;

11) melaksanakan kegiatan pelantikan tugas tambahan guru sebagai
kepala sekolah/wakil kepala sekolah, jabatan pengawas, penilik,
pamong belajar dan jabatan manajerial lainnya pada Dinas
Pendidikan;

12) menyelesaikan dokumen pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dengan SKPD
terkait; dan

13) mengelola statistik dan database untuk jabatan struktural, Ketua,
tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
pengawas, penilik, pamong belajar, jabatan manajerial lainnya pada
Dinas Pendidikan.

13. Subkelompok Perencanaan

a. Subkelompok Perencanaan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok
Perencanaan.

b. Ketua Subkelompok Perencanaan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Anggaran

c. Subkelompok Perencanaan mempunyai tugas:

1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Rencana
Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Pendidikan;

2) mengoordinasikan dan = melaksanakan = perencanaan dan
penyusunan kegiatan dan anggaran yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pembiayaan lain yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan;
dan

3) melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan program
dan anggaran Dinas Pendidikan.

14. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi

a. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Ketua
Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi.

b. Ketua Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan
Anggaran

c. Subkelompok Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas:

1) mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan;

2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kerja, Rencana
Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan;
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3) mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan kinerja dan
akuntabilitas Dinas Pendidikan;

4) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang diatur oleh
peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan;

5) mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dinas
Pendidikan;

6) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Dinas Pendidikan;
dan

7) melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemantauan dan
evaluasi program dan anggaran Dinas Pendidikan.

15. Subkelompok Standardisasi dan Pengembangan

a. Subkelompok Standardisasi dan Pengembangan dikoordinasikan oleh
Ketua Subkelompok Standardisasi dan Pengembangan.

b. Ketua Subkelompok Standardisasi dan Pengembangan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan
Anggaran.

c. Subkelompok Standarisasi dan Pengembangan mempunyai tugas:
1) mengoordinasikan penyusunan kebijakan Dinas Pendidikan;

2) mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar, dan
prosedur Dinas Pendidikan; dan

3) mengoordinasikan dan melaksanaan kajian dan pengembangan
bidang pendidikan.

B. SATUAN PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KOTA

1.

Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota dikoordinasikan oleh Ketua
Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.

. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota
Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota
berkoordinasi dengan Camat.

Satuan Pelaksana Kecamatan Kota Administrasi mempunyai tugas membantu
Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi melaksanakan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan di
wilayah kecamatan.

Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
dan informasi pendidikan pada wilayah kecamatan;

b. melaksanakan pelayanan konsultasi teknis administrasi pendidikan
pada wilayah kecamatan;
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c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pendidikan di
wilayah kecamatan;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan satuan pendidikan
di wilayah kecamatan;

e. melaksanakan pengoordinasian penegakan peraturan perundang-
undangan di bidang pendidikan di wilayah kecamatan;

f. melaksanakan pemantauan peserta didik yang berada di luar sekolah
pada jam belajar;

g. melaksanakan pemantauan lingkungan kegiatan peserta didik setelah
jam pulang sekolah;

h. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan jam belajar malam,;
dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota Administrasi.

C. SATUAN PELAKSANA PADA UPT

1. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan
a. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Pendidik

1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Pendidik
dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana.

2) Ketua Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Pendidik
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan.

3) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Pendidik mempunyai
tugas:

a) menyusun kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi
pendidik;

b) menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi

pendidik;

c¢) menyusun kurikulum pelatihan dan pengembangan kompetensi
pendidik;

d) menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pengembangan
kompetensi pendidik;

e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses dan pasca
pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik; dan

f) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi
informasi dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
kompetensi pendidik.

b. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan
dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pelatihan dan
Pengembangan Tenaga Kependidikan.
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Ketua Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Tenaga
Kependidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan.

Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan
mempunyai tugas:

a) menyusun kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi
tenaga kependidikan;

b) menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi
tenaga kependidikan;

c) menyusun kurikulum pelatihan dan pengembangan kompetensi
tenaga kependidikan;

d) menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pengembangan
kompetensi tenaga kependidikan;

e) melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses dan pasca
pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan;
dan

f) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi
informasi dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
kompetensi tenaga kependidikan.

Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Kejuruan

1)

Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Kejuruan
dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pelatihan dan
Pengembangan Kompetensi Kejuruan.

Ketua Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Kejuruan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan.

Satuan Pelaksana Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Kejuruan
mempunyai tugas:

a) menyusun kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi
kejuruan;

b) menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi
kejuruan;

c) menyusun kurikulum pelatihan dan pengembangan kompetensi
kejuruan;

d) menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pengembangan
kompetensi kejuruan,;

e) melaksanakan kegiatan pengembangan sertifikasi kejuruan.
f) melaksanakan sertifikasi kejuruan;

g) melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses dan pasca
pelatihan dan pengembangan kompetensi kejuruan; dan
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h) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi
informasi dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan
kompetensikejuruan.

2. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan

a. Satuan Pelaksana Pendanaan Personal Pendidikan

1)

2)

Satuan Pelaksana Pendanaan Personal Pendidikan dikoordinasikan
oleh Ketua Satuan Pelaksana Pendanaan Personal Pendidikan.

Ketua Satuan Pelaksana Pendanaan Personal Pendidikan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan.

Satuan Pelaksana Pendanaan Personal Pendidikan mempunyai
tugas:

a) merencanakan pendanaan personal pendidikan;

b) melaksanakan penerimaan dan verifikasi usulan pelaksanaan
pendanaan personal pendidikan;

c) melaksanakan pemberian pendanaan personal pendidikan;

d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan pendanaan personal pendidikan; dan

e) melaksanakan pengelolaan sistem informasi dalam pelaksanaan
pendanaan personal pendidikan.

b. Satuan Pelaksana Pendanaan Operasional Pendidikan

1)

2)

Satuan Pelaksana Pendanaan Operasional Pendidikan dikoordinasikan
oleh Ketua Satuan Pelaksana Pendanaan Operasional Pendidikan.

Ketua Satuan Pelaksana Pendanaan Operasional Pendidikan
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan.

Satuan Pelaksana Pendanaan Operasional Pendidikan mempunyai
tugas:

a) merencanakan pendanaan operasional pendidikan;

b) melaksanakan penerimaan dan verifikasi usulan pelaksanaan
pendanaan operasional pendidikan;

c) melaksanakan pemberian pendanaan operasional pendidikan;

d) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan pendanaan operasional pendidikan; dan

e) melaksanakan pengelolaan sistem informasi dalam pelaksanaan
pendanaan operasional pendidikan.

c. Satuan Pelaksana Layanan Pengaduan

1)

Satuan Pelaksana Layanan Pengaduan dikoordinasikan oleh Ketua
Satuan Pelaksana Layanan Pengaduan.
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Ketua Satuan Pelaksana Layanan Pengaduan berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelayanan
Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan.

Satuan Pelaksana Layanan Pengaduan mempunyai tugas:

a) menyiapkan dan menyajikan data penerima bantuan pendanaan
personal dan operasional pendidikan;

b) melayani, memproses dan menyelesaikan pengaduan masyarakat;

c) melaksanakan pengelolaan pengaduan dalam pelaksanaan
pendanaan personal dan operasional pendidikan; dan

d) melaksanakan pengelolaan data dan informasi dalam rangka
pelaksanaan pendanaan personal dan operasional pendidikan;
dan

e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan layanan pengaduan.

3. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan

a. Satuan Pelaksana Data

1)

2)

Satuan Pelaksana Data dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana
Data.

Ketua Satuan Pelaksana Data berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi Pendidikan.

Satuan Pelaksana Data mempunyai tugas:

a) melaksanakan pendataan data pendidikan;

o

) melaksanakan pemutakhiran data pendidikan;

0

) melaksanakan pengolahan data pendidikan;

(oR

) melaksanakan penyimpanan dan pendokumentasian data
pendidikan;

e) melaksanakan penyajian dan publikasi data pendidikan;
f) memberikan dukungan dan pelayanan data pendidikan;
g) memantau dan mengevaluasi penggunaan data pendidikan;

h) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan informasi
pendidikan; dan

i) mengoordinasikan dan menyediakan informasi publik urusan
pendidikan.

b. Satuan Pelaksana Teknologi Informasi

1)

2)

Satuan Pelaksana Teknologi Informasi dikoordinasikan oleh Ketua
Satuan Pelaksana Teknologi Informasi.

Ketua Satuan Pelaksana Teknologi Informasi berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi Pendidikan.
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3) Satuan Pelaksana Teknologi Informasi mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan
sistem informasi serta transformasi digital pendidikan;

b) melaksanakan pengembangan pemanfataan teknologi informasi
untuk proses pembelajaran dan layanan administrasi
pendidikan; dan

c) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan  sistem
penerimaan peserta didik baru.

4. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan
a. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan, terdiri atas:

1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan Kota
Administrasi Jakarta Pusat;

2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan Kota
Administrasi Jakarta Timur;

3) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan Kota
Administrasi Jakarta Selatan;

4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan Kota
Administrasi Jakarta Barat; dan

5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu.

b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan dikoordinasikan
oleh Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan.

c. Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola
Prasarana dan Sarana Pendidikan.

d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas:

1) melaksanakan pemetaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan
dan kelaikan bangunan gedung, peralatan dan perlengkapan
satuan pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2) merencanakan kebutuhan rehab sedang, rehab berat, rehab total
dan pembangunan baru gedung satuan pendidikan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

3) merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan satuan
pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4) melaksanakan rehab sedang, rehab berat, rehab total dan
pembangunan baru gedung satuan pendidikan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

5) melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan satuan
pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6) melaksanakan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung,
peralatan dan perlengkapan satuan pendidikan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
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D. PELAKSANA TATA USAHA PADA SATUAN PENDIDIKAN

1.

Taman Kanak-Kanak Negeri

a.

b.

d.

Pelaksana Tata Usaha merupakan pelaksana administrasi Taman
Kanak-Kanak Negeri.

Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh seorang jabatan pelaksana
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas melalui Kepala
Taman Kanak-Kanak Negeri.

Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri melalui Suku Dinas.

Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1) menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan, dan pengembangan
Taman Kanak-Kanak Negeri;

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, teknologi informasi dan barang/aset
Taman Kanak-Kanak Negeri;

3) melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana
dan prasarana Taman Kanak-Kanak Negeri;

4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Taman Kanak-
Kanak Negeri;

5) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Taman
Kanak-Kanak Negeri;

6) melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Taman Kanak-
Kanak Negeri;

7) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Taman
Kanak-Kanak Negeri;

8) melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Taman
Kanak-Kanak Negeri; dan

9) melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri.

2. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri

a.

Pelaksana Tata Usaha merupakan pelaksana administrasi Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri.

Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh seorang jabatan pelaksana
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas melalui Kepala
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri.

Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri
melalui Suku Dinas.
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d. Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

2)

menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan, dan pengembangan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, teknologi informasi dan barang/aset
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

melaksanakan penyediaan pemeliharaan dan pengelolaan sarana
dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri; dan

melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Negeri.

3. Taman Penitipan Anak Negeri

a. Pelaksana Tata Usaha merupakan pelaksana administrasi Taman
Penitipan Anak Negeri.

b. Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh seorang jabatan pelaksana
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas melalui Kepala
Taman Penitipan Anak Negeri.

c. Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Taman Penitipan Anak Negeri melalui Kepala Suku
Dinas Pendidikan.

d. Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

2)

menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan, dan pengembangan
Taman Penitipan Anak Negeri;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, teknologi informasi dan barang/aset
Taman Penitipan Anak Negeri;

melaksanakan penyediaan pemeliharaan dan pengelolaan sarana
dan prasarana Taman Penitipan Anak Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Taman
Penitipan Anak Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Taman
Penitipan Anak Negeri;



7)

8)

9)
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melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Taman
Penitipan Anak Negeri;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Taman
Penitipan Anak Negeri;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Taman
Penitipan Anak Negeri; dan

melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Taman Penitipan Anak Negeri.

4. Kelompok Bermain Negeri

a. Pelaksana Tata Usaha merupakan pelaksana administrasi Kelompok
Bermain Negeri.

b. Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh seorang jabatan pelaksana
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas melalui Kepala
Kelompok Bermain Negeri.

c. Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Kelompok Bermain Negeri melalui Kepala Suku Dinas
Pendidikan.

d. Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

8)

9)

menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan, dan pengembangan
Kelompok Bermain Negeri;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, teknologi informasi dan barang/aset
Kelompok Bermain Negeri;

melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan, sarana
dan prasarana Kelompok Bermain Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kelompok
Bermain Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Kelompok
Bermain Negeri;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Kelompok
Bermain Negeri;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Kelompok
Bermain Negeri;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kelompok
Bermain Negeri; dan

melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Kelompok Bermain Negeri.

5. Sekolah Dasar Negeri

a. Pelaksana Tata Usaha merupakan pelaksana administrasi Sekolah
Dasar Negeri.
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b. Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh seorang jabatan pelaksana
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

c. Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Sekolah Dasar Negeri melalui Suku Dinas.

d. Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1) menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dan pengembangan Sekolah Dasar
Negeri;

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, teknologi informasi dan barang/aset
Sekolah Dasar Negeri;

3) melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Dasar Negeri;

4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekolah Dasar
Negeri;

S5) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah
Dasar Negeri;

6) melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sekolah Dasar
Negeri;

7) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sekolah

Dasar Negeri;

8) melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekolah
Dasar Negeri; dan

9) melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Sekolah Dasar Negeri.

6. Sekolah Luar Biasa Negeri

a. Pelaksana Tata Usaha merupakan pelaksana administrasi Sekolah
Luar Biasa Negeri.

b. Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh seorang jabatan pelaksana
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

c. Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Sekolah Dasar Negeri melalui Suku Dinas.

d. Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1) menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dan pengembangan Sekolah Luar
Biasa Negeri;

2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, teknologi informasi dan barang/aset
Sekolah Luar Biasa Negeri;

3) melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Luar Biasa Negeri;



4)

5)

6)

7)

8)

9)
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melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekolah Luar
Biasa Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah Luar
Biasa Negeri;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sekolah Luar
Biasa Negeri;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sekolah
Luar Biasa Negeri;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekolah
Luar Biasa Negeri; dan

melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri.

7. Sanggar Kegiatan Belajar

a. Pelaksana Tata Usaha merupakan pelaksana administrasi Sanggar
Kegiatan Belajar.

b. Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh seorang jabatan pelaksana
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.

c. Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas
atas usul Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melalui Suku Dinas.

d. Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dan pengembangan Sanggar
Kegiatan Belajar;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, teknologi informasi dan barang/aset
Sanggar Kegiatan Belajar;

melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sanggar Kegiatan Belajar;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sanggar Kegiatan
Belajar;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sanggar
Kegiatan Belajar;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sanggar Kegiatan
Belajar;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sanggar
Kegiatan Belajar;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sanggar
Kegiatan Belajar; dan

melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
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E. SATUAN PELAKSANA TATA USAHA PADA SATUAN PENDIDIKAN

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri

a. Satuan Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana
Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri.

b. Satuan Pelaksana Tata Usaha dikoordinasikan oleh Ketua Satuan
Pelaksana Tata Usaha.

c. Ketua Satuan Pelaksana Tata Usaha berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

d. Satuan Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dan pengembangan Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kearsipan, dan barang/aset Sekolah Menengah
Pertama Negeri;

melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Sekolah Menengah Pertama Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan aset Sekolah
Menengah Pertama Negeri;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekolah
Menengah Pertama Negeri; dan

melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri.
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BAB XXVII

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

A. Sekretariat, Bidang, Suku Dinas dan UPT pada Dinas Pendidikan
menyelenggarakan fungsi lain sebagai berikut:

1.

7.

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian
perizinan dan non perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

B. Subbagian, Seksi, Subkelompok dan Satuan Pelaksana pada Dinas
Pendidikan melaksanakan tugas lain sebagai berikut:

1.

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan
Anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

merumuskan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian
perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
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